
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (5) huruf f dan pasal 47Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KabupatenPenajam Paser Utara;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang PedomanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri ENomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraNomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN PERIZINANTERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerahdan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerahatau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannyaseseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baikdalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biayapemberian perizinan dan non perizinan.9. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnyadokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.10. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerahterkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.11. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BP2T-PMadalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahandibidangpelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modaldalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten PenajamPaser Utara.13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disingkat Jabatan Fungsional adalah kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasiyang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada pada keahlian dan/atau keterampilan.14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Tekis padaBP2T-PM .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3(1) BP2T-PM merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadudan penanaman modal daerah.(2) BP2T-PM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4BP2T-PM mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayananadministrasi di bidang perizinan secara terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi,integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan serta kepastian.
Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2T-PM menyelenggarakanfungsi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalsesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknisdibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;c. pengkoordinasian penyusunan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadudan penanaman modal;e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6Kepala BP2T-PM mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupatiberdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
Bagian Kelima

Susunan Organisasi

Pasal 7(1) Susunan organisasi BP2T-PM , terdiri dari :a. Kepala Badan;b. Sekretariat membawahkan :1. Sub Bagian Perencanaan Program;2. Sub Bagian Keuangan;3. Sub Bagian Umum;
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c. Bidang Perizinan membawahkan :1. Sub Bidang Data dan Informasi;2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;d. Bidang Penanaman Modal membawahkan :1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal;e. Bidang Pengawasan dan Pengaduan membawahkan :1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;2. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi;f. UPT;g. Kelompok Jabatan Fungsional.(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di bentuk Tim Teknis.(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.(4) Struktur Organisasi BP2T-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(5) Uraian tugas dan fungsi BP2T-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Bupati.

BAB IV
ESELON

Pasal 8(1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.(2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a(3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a
BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BP2T-PM berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10(1) Pada BP2T-PM dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang BP2T-PM yang mempunyai wilayah kerja satu ataubeberapa kecamatan.
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(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsungkepada Kepala Badan.(4) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsionalyang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya.(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior diangkat olehBupati atas usul Kepala Badan.(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan,kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 12(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BP2T-PM wajibmenerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secaravertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerjadalam lingkungan Pemerintahan Daerah.(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BP2T-PM mempunyai kewajiban:a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dand. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpaduberkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ataspelaksanaan perizinan.
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal, 5 Desember 2012
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAPDiundangkan di Penajampada tanggal 5 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 17.
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NOMOR : 17 TAHUN 2012
TANGGAL : 5  DESEMBER 2012

STRUKTUR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

KEPALA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG
PERIZINAN

BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGADUAN

SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM SUB BAGIANKEUANGAN SUB BAGIANUMUM

SUB BIDANGPENGADUAN DAN ADVOKASI

SUB BIDANGPENGAWASAN DANPENGENDALIAN

UPT

SUB BIDANGDATA DAN INFORMASI

BIDANG
PENANAMAN MODAL

SUB BIDANGPROMOSI DAN KERJASAMA
SUB BIDANGPELAYANAN PENANAMANMODAL

SEKRETARIAT

SUB BIDANGPELAYANAN PERIZINAN
TIM

TEKNIS


